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RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
NOMOR  14  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa 

konstruksi di daerah yang sesuai dengan 
kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib 
memberikan pelayanan dan pembinaan serta 
pengawasan jasa konstruksiagar mampu 
mendukung terwujudnya ketertibandalam 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara 
optimal; 

  b. bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 
2001 tentang Ketentuan Izin Usaha Jasa 
Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan  
perkembangan kebutuhan masyarakat dan 
pemerintahan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin 
Usaha Jasa Konstruksi;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan 
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3833); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3955) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5092); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 95); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3957); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 
tentang BadanNasional Sertifikasi Profesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4408); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah; 

  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan 
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 195); 
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  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 
Tahun 2004 tentang Transparansi dan 
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah 
di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, 
Seri D); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2010 Nomor 12); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 21); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANDUNG 

 
dan 

 
BUPATI BANDUNG 


